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ABSTRAK 

Resesi ekonomi adalah keadaan ketika aktivitas perekonomian turun secara 

signifikan dalam jangka waktu yang lama, yang mengakibatkan kemiskinan, 

kenaikan harga barang, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga pada gejolak 

pasar keuangan. Resesi yang terjadi di dunia beberapa waktu belakangan muncul 

akibat pandemi Covid-19, inflasi memperlihatkan sisi parahnya tahun-tahun ketika 

pandemi Covid-19 terjadi. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Temanggung mencatat bahwa banyak perusahaan di Temanggung yang melakukan 

PHK massal pekerja karena penurunan permintaan pasar pada perusahaan industri. 

Adanya hal tersebut mengakibatkan naiknya angka pengangguran di daerah 

Kabupaten Temanggung. Salah satunya adalah PT. Sumber Makmur Anugrah 

(SMA) Textile. PT. SMA melakukan PHK seluruh karyawan mereka sebanyak 281 

pekerja hingga perusahaan melakukan efisiensi diikuti penutupan perusahaan 

dengan status berhenti sementara. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas 

dalam skripsi ini yaitu mengenai bentuk jaminan hukum PT. SMA dan upaya 

perlindungan hukum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Temanggung terhadap pekerja yang terdampak resesi atas permasalahan PHK 

massal. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian dengan mencari data di lapangan sebagai sumber data utama. 

Melalui penelitian lapangan (field research) penyusun memperoleh data dengan 

wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 

pihak dari PT. SMA, dan pekerja korban PHK PT. SMA. Data juga diperoleh dari 

studi kepustakaan yang memanfaatkan bahan bacaan, baik itu buku dari koleksi 

perpustakaan maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan utama. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat 

deskriptif-analitis. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum, teori 

kepastian hukum, dan teori hubungan industrial pancasila. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, bentuk jaminan hukum 

terhadap pekerja yang mengalami PHK massal adalah mendapatkan uang 

pesangon, uang penghargaan, dan uang kompensasi berupa uang pisah serta uang 

pengganti hak sebesar 15% dari total uang yang diperoleh. Pekerja juga dibantu 

oleh perusahaan dan serikat pekerja dalam pencairan Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun. Kedua, upaya 

perlindungan hukum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Temanggung terhadap pekerja yang mengalami PHK massal adalah dengan 

berperan aktif memberikan fasilitas kepada pekerja dalam pengurusan Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta membantu mengalihkan kepesertaan BPJS 

Kesehatan ke Peserta Bantuan Iuran (PBI). 

 

Kata kunci: Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Resesi. 

  



vi 

 

ABSTRACT 

An economic recession is a situation when economic activity drops 

significantly over a long period of time, resulting in poverty, increases in the price 

of goods, layoffs, and even financial market turmoil. The recession that has 

occurred in the world recently emerged as a result of the Covid-19 pandemic, 

inflation showed its worst side in the years when the Covid-19 pandemic occurred. 

The Temanggung Regency Industry and Manpower Service noted that many 

companies in Temanggung carried out mass layoffs of workers due to the decline 

in market demand for industrial companies. This has resulted in an increase in the 

unemployment rate in the Temanggung Regency area. One of them is PT. Sumber 

Makmur Anugrah (SMA) Textile. PT. SMA laid off all 281 of their employees until 

the company implemented efficiency followed by closing the company with 

temporary suspension status. Therefore, the problem that will be discussed in this 

thesis is regarding the form of PT legal guarantees. SMA and the Temanggung 

Regency Industry and Manpower Services legal protection efforts for workers 

affected by the recession due to the issue of mass layoffs. 

The type of research used is field research, namely research by searching 

for data in the field as the main data source. Through field research, the authors 

obtained data by interviewing the Temanggung Regency Industry and Manpower 

Service, parties from PT. SMA, and workers who were laid off by PT. SMA. Data is 

also obtained from literature studies which utilize reading materials, both books 

from library collections and statutory regulations related to main problems. The 

nature of the research used in this writing is descriptive-analytical. The theories 

used are the theory of legal protection, the theory of legal certainty, and the 

Pancasila industrial relations theory. 

The research results concluded that: First, a form of legal guarantee for 

workers who experience mass layoffs is to receive severance pay, reward money, 

and compensation money in the form of separation pay and compensation money 

amounting to 15% of the total money earned. Workers are also assisted by 

companies and labor unions in disbursing Job Loss Insurance (JKP), Old Age 

Security (JHT), and Pension Security. Second, the Temanggung Regency Industry 

and Manpower Services legal protection efforts for workers who experience mass 

layoffs are by playing an active role in providing facilities to workers in processing 

Job Loss Insurance (JKP) and helping to transfer BPJS Health participation to 

Contribution Assistance Participants (PBI). 

 

Keywords: Employment, Layoffs, Recession.
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MOTTO 

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 

kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6) 

“NO PAIN NO GAIN” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hakikat dari adanya hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi 

pekerja dari tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha. Menurut Imam 

Soepomo, hukum ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan, baik tertulis 

maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat 

seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah 

tertentu. Dengan kata lain, hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat 

aturan dan norma yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pola 

hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh.1 Sementara 

itu pengertian ketenagakerjaan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) adalah segala 

hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, 

dan sesudah masa kerja.2 

Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan dalam UU 

Ketenagakerjaan diatas, maka jelas bahwa ketenagakerjaan berhubungan 

erat dengan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.3 Di Indonesia 

                                                           
1 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 45. 

 
2 Pasal 1 angka 1.  

 
3 Pasal 1 angka 2. 
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tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja yaitu berusia 15 

tahun atau lebih yang berpotensi dapat memproduksi barang dan jasa yang 

berhak atas pembinaan dan perlindungan dari pemerintah.4 

Pada tahun 2020 tepatnya 11 Februari, World Health Organization 

(WHO) menetapkan status pandemi dan telah memberikan dampak pada 

kehidupan, bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga 

berdampak pada sektor ekonomi yakni berupa resesi.5 Resesi ekonomi 

adalah keadaan ketika aktivitas perekonomian turun secara signifikan 

dengan jangka waktu penurunan yang lama dari hitungan bulan hingga 

tahun yang berdampak pada aktivitas sosial maupun ekonomi yang parah, 

seperti kemiskinan, kenaikan harga barang, Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) massal berujung naiknya angka pengangguran, hingga pada gejolak 

pasar keuangan.6 Resesi dapat terjadi karena krisis keuangan, peristiwa 

dunia, hingga inflasi atau tren kenaikan harga dari waktu ke waktu.  

Inflasi memperlihatkan sisi parahnya tahun-tahun ketika pandemi 

Covid-19 terjadi. Pada tahun 2020 hingga 2021 saat pandemi Covid-19 

inflasi mengalami penurunan hingga mencapai 1,5%, hingga pada awal 

2022 inflasi mengalami kenaikan dari 1,5% hingga mencapai 6%, hal ini 

menandakan bahwa efek dari pandemi Covid-19 yang sudah mulai mereda 

                                                           
4 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan…, hlm. 48. 

 
5 Khairul Akbar dkk, “Dampak Pandemi Covid 19 pada Pertumbuhan Perekonomian 

Indonesia,” Jurnal Agriuma, Vol. 4:2 (Oktober 2022), hlm. 89. 

 
6 Wahyuni, “Perlindungan Hukum Pemerintah Atas Gejolak Resesi Tahun 2023,” Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4:1 (Januari-Juni 2023), hlm. 80. 
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membuat tingginya inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 

kenaikan inflasi yang terjadi pada tahun 2022 disebabkan karena adanya 

kenaikan harga, ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok 

pengeluaran.7 Sementara itu, banyak negara di dunia melakukan proteksi 

pangan untuk mengantisipasi Covid-19 yang kemudian berakibat pada 

melonjaknya harga pangan karena kurangnya suplai. 

Kondisi tersebut diperburuk dengan invasi Rusia ke Ukraina yang 

mengganggu rantai pasok global sehingga mendorong kenaikan harga 

pangan maupun energi, akibatnya daya beli masyarakat seketika menurun. 

Tingginya inflasi mendorong Bank Sentral di sebagian besar negara 

menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga acuan secara 

bersamaan beresiko pada krisis pasar keuangan dan melemahnya ekonomi, 

hal tersebut membuat perkembangan dunia usaha menjadi terhambat karena 

mengakibatkan pinjaman menjadi lebih mahal.8 

Menurut Julius Shiskin yang mudah dikenali apabila resesi terjadi 

adalah adanya penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua kuartal 

berturut-turut, pasar saham yang anjlok, dan PHK massal yang berakibat 

pada naiknya angka pengangguran.9 Banyak perusahaan membatasi 

kegiatan produksinya karena permintaan yang menurun, sehingga terjadi 

                                                           
7 Fitriaty dan Muhammad Haris Saputra, “Inflasi, Suku Bunga dan Resesi Terhadap Kinerja 

Saham Perusahaan Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia,” Jurnal Manajemen Terapan 

dan Keuangan (Mankeu), Vol. 11:4 (Desember 2022), hlm. 983. 

 
8 OCBC NISP, “Ancaman Resesi Dunia di 2023, Ini Penyebab dan Dampaknya!,” 

https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/31/resesi-dunia, akses 17 September 2023. 

 
9 Klaus Abberger dan Wolfgang Nierhaus, “HOW TO DEFINE A RECESSION?,” CESifo 

Forum, Vol. 9:4 (Januari 2008), hlm. 74. 

https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/31/resesi-dunia
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penurunan PDB riil selama berbulan-bulan bahkan tahun. Hal tersebut 

mengakibatkan perusahaan melakukan PHK karyawan mereka secara 

massal, bahkan lebih buruk sampai melakukan penutupan perusahaan. 

Perubahan ekonomi global akibat resesi menjadi ancaman serius 

bagi banyak negara di dunia. Probabilitas resesi di Indonesia terbilang kecil 

karena tidak terlalu terintegrasi dengan aktivitas ekonomi global dibanding 

banyak negara lain, ditandai dengan porsi ekspor terhadap PDB hanya 

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dibandingkan Singapura yang sampai 

180% (seratus delapan puluh persen).10 Meskipun demikian, China adalah 

negara yang banyak sekali meminta komoditas, energi, termasuk dari negara 

ASEAN dan Indonesia. Apabila permintaan China melambat maka 

implikasinya adalah ekspor Indonesia juga melambat, karena itu jalur 

pertama dari dampak resesi global akan datang ke Indonesia melalui jalur 

perdagangan yaitu jalur ekspor. 

Atas permasalahan yang sedang terjadi pada perusahaan industri di 

Indonesia khususnya pada industri yang berorientasi ekspor, Kementerian 

Ketenagakerjaan sebagai representasi dari pemerintahan Indonesia 

mengambil tindakan.  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengizinkan 

pengusaha berorientasi ekspor atau eksportir untuk memotong gaji buruh 

mereka sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) yang mana hal tersebut 

menimbulkan polemik pro dan kontra. Izin tersebut tertuang dalam 

                                                           
10 Arrijal Rachman, “Soal Resesi Chatib Basri Sebut Nasib RI Kayak di Piala Dunia,” 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20230217064019-4-414542/soal-resesi-chatib-basri-sebut-

nasib-ri-kayak-di-piala-dunia, akses 18 September 2023. 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20230217064019-4-414542/soal-resesi-chatib-basri-sebut-nasib-ri-kayak-di-piala-dunia
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230217064019-4-414542/soal-resesi-chatib-basri-sebut-nasib-ri-kayak-di-piala-dunia
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Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat 

Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi 

Global.11 

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah di Indonesia 

yang banyak terdapat perusahaan industri baik itu industri pangan/food 

industry, industri sandang/clothing industry, industri kimia dan bahan 

bangunan/chemical and building material industry, industri logam dan 

elektronika/metal and electronics industry, kerajinan/craft, dan industri 

kayu primer hasil hutan/(laminating, barecore, veneer) wood forest product 

industry.12 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung 

mencatat bahwa banyak perusahaan di Kabupaten Temanggung yang 

melakukan PHK pekerja mereka, hal ini disebabkan karena penurunan 

permintaan pasar pada perusahaan industri khususnya perusahaan industri 

berorientasi ekspor. Pemutusan Hubungan Kerja sendiri merupakan 

pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.13 

Salah satu fenomena PHK massal di Kabupaten Temanggung terjadi 

pada PT. Albasia Sejahtera Mandiri (ASM) Temanggung dan PT. Sumber 

                                                           
11 Attin Kusumawati, “Menker Izinkan Eksportir Potong Gaji Buruh Hingga 25 %, Ini 

Penjelasannya,” ttps://aboutsemarang.id/menaker-izinkan-eksportir-potong-gaji-buruh-hingga-25-

ini-penjelasannya/, akses 9 September 2023. 

 
12 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Statistik Kabupaten 

Temanggung Tahun 2022, (Temanggung: Pemerintahan Kabupaten Temanggung, 2022), hlm. 313. 

 
13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 25. 
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Makmur Anugrah Textile (SMA) Temanggung. Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mencatat bahwa PT. ASM telah 

melakukan PHK karyawan mereka sejumlah 183 pekerja, lalu PT. SMA 

Temanggung melakukan PHK seluruh karyawan mereka sebanyak 281 

pekerja hingga perusahaan melakukan efisiensi diikuti penutupan 

perusahaan dengan status berhenti sementara. Selain PT. ASM dan PT. 

SMA masih ada beberapa perusahaan di Kabupaten Temanggung yang 

melakukan PHK massal seperti PT. Shoenary Javanesia Inc. (SJI), PT. 

Tanjung Kreasi Parquet Industry (TKPI), dan PT. Cipta Usaha Makmur 

(CUM).14 Fenomena PHK massal di Kabupaten Temanggung terjadi bukan 

tanpa sebab, hal tersebut merupakan salah satu dampak terjadinya resesi 

ekonomi global, selain itu adanya resesi juga berakibat pada beberapa 

perusahaan yang harus memensiunkan dini pekerjanya. 

Berkaitan dengan permasalahan PHK, Undang-Undang 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa apabila segala upaya telah dilakukan, 

tetapi PHK tidak dapat dihindarkan, maka pengusaha wajib membayar uang 

pesangon dan/atau uang jasa dan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya 

diterima pegawai.15 PHK massal yang terjadi di PT. SMA Temanggung 

sebanyak 281 pekerja menarik untuk diteliti, hal tersebut berkaitan dengan 

hak-hak yang seharusnya diterima pekerja ketika PT. SMA Temanggung 

                                                           
14 Wawancara dengan Rozila Rahmadani, Ahli Pertama Mediator Hubungan Industrial 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, Semayu, Selomerto, Wonosobo, 

Jawa Tengah, tanggal 15 Januari 2023. 

 
15 Pasal 156 ayat (1). 
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memutuskan untuk melakukan PHK massal hingga perusahaan melakukan 

efisiensi diikuti penutupan perusahaan dengan status berhenti sementara. 

Selain itu, upaya perlindungan hukum dari Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Temanggung juga dibutuhkan untuk melindungi hak-hak 

pekerja berkaitan dengan PHK massal yang berakibat pada naiknya angka 

pengangguran. Oleh karena itu, penyusun mengajukan sebuah penelitian 

hukum dengan judul “Pemutusan Hubungan Kerja Massal Akibat Resesi 

pada Pekerja di Kabupaten Temanggung (Studi pada PT. Sumber Makmur 

Anugrah Textile).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka disusunlah 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa bentuk jaminan hukum terhadap pekerja yang terdampak resesi atas 

permasalahan PHK massal dalam studi pada PT. Sumber Makmur 

Anugrah Textile Temanggung?  

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Temanggung terhadap pekerja yang terdampak resesi 

atas permasalahan PHK massal yang berakibat pada naiknya angka 

pengangguran?  

C. Tujuan dan Kegunaan 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat 

tujuan dan nilai kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara 

lain: 
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1. Tujuan: 

a. Untuk menjelaskan bentuk jaminan hukum terhadap pekerja yang 

terdampak resesi atas permasalahan PHK massal dalam studi pada 

PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung. 

b. Untuk menjelaskan upaya perlindungan hukum Dinas Perindustrian 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung terhadap pekerja yang 

terdampak resesi atas permasalahan PHK massal yang berakibat 

pada naiknya angka pengangguran. 

2. Kegunaan: 

a. Kegunaan Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan di bidang ilmu hukum terkait 

ketenagakerjaan, dan diharapkan pula dapat menjadi bahan referensi 

dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait 

pemutusan hubungan kerja. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah 

pengetahuan sekaligus wawasan bagi penyusun khususnya serta 

pembaca pada umumnya, dan juga diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih serta bahan referensi pengetahuan bagi Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Dinas Ketenagakerjaan di 

Indonesia dalam menanggulangi permasalahan pemutusan 

hubungan kerja. 
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D. Telaah Pustaka 

Supaya dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dalam 

penelitian, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil 

penelitian yang membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Disamping 

itu, hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesamaan 

terhadap penelitian yang telah ada. Oleh karena itu, penyusun mengadakan 

penelusuran terhadap penelitian-penelitian mengenai Pemutusan Hubungan 

Kerja. 

Pertama, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Tenaga Kerja yang Terkena PHK Secara Sepihak oleh Perusahaan 

Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Negeri 

Yogyakarta)”16 yang disusun oleh Faizatul Atikah, Prodi Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Dalam 

skripsi ini penyusun mengemukakan hasil penelitiannya bahwa PHK 

dengan alasan force majeure (keadaan memaksa) akhirnya diputuskan 

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta 

dengan alasan yang berbeda-beda. Bentuk perlindungan hukum yang 

didapat oleh pekerja yang di PHK perusahaan terdampak Covid-19 setelah 

diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku terutama dalam penentuan hak 

normatifnya. Dalam skripsi ini peneliti memiliki kesamaan yaitu sama-sama 

                                                           
16 Faizatul Atikah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Terkena PHK 

Secara Sepihak oleh Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Negeri 

Yogyakarta),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022). 
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membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja, akan tetapi yang 

menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu membahas bagaimana bentuk 

jaminan hukum yang seharusnya diperoleh pekerja atas PHK massal yang 

dilakukan oleh PT. Sumber Makmur Anugrah Textile hingga perusahaan 

melakukan efisiensi diikuti penutupan perusahaan dengan status berhenti 

sementara. 

Kedua, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap 

Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis Atas Keterlambatan Pembayaran 

Gaji”17 yang disusun oleh Ramadan Nur Aditya Rifai, Prodi Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Dalam 

skripsi ini penyusun mengemukakan hasil penelitiannya bahwa bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi terhadap pekerja/buruh tanpa perjanjian kerja tertulis yaitu 

berupa status hukum, hak-hak dan kewajibannya adalah sama dengan yang 

dimiliki pekerja/buruh dengan perjanjian kerja tertulis sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melindungi 

hak-hak pekerja/buruh tanpa perjanjian kerja tertulis jika mengalami 

keterlambatan dalam pemberian upah/gaji oleh pengusaha, yaitu diberikan 

teguran dan akan diberikan sanksi administratif. Dalam skripsi ini peneliti 

                                                           
17 Ramadan Nur Aditya Rifai, “Perlindungan Hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis Atas 

Keterlambatan Pembayaran Gaji,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(2022). 
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memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan 

hukum terhadap pekerja dan peran Dinas Tenaga Kerja sebagai representasi 

dari pemerintah, akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini 

adalah bahwa penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya 

perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Temanggung dalam melindungi hak-hak pekerja berkaitan 

dengan permasalahan PHK massal yang berakibat pada naiknya angka 

pengangguran.  

Ketiga, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi (Studi 

di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta)”18 

yang disusun oleh Fikri Fadilah, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021. Dalam skripsi ini penyusun 

mengemukakan hasil penelitiannya bahwa pemerintah telah mengeluarkan 

beberapa kebijakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pekerja 

yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi. Kewenangan 

Disnakertrans D.I.Yogyakarta dalam upaya menghadapi pemutusan 

hubungan kerja akibat pandemi yaitu bekerja sama dengan BPJS dan 

berkolaborasi dengan dinas tenaga kerja kabupaten, selain itu Disnakertrans 

D.I.Yogyakarta juga memberikan bantuan peralatan protokol kesehatan, 

bantuan alat-alat wirausaha serta berbagai pelatihan. Dalam skripsi ini 

                                                           
18 Fikri Fadlilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Terkena pemutusan 

Hubungan Kerja Akibat Pandemi (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa 

Yogyakarta),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021). 
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peneliti memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang 

perlindungan hukum terhadap pekerja yang terdampak pandemi Covid-19, 

akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah bahwa 

penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pekerja pada 

perusahaan industri yang terdampak resesi ekonomi di Kabupaten 

Temanggung. 

Keempat, skripsi dengan judul “Strategi Survival Ability Korban 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Kasus Pada Pekerja Korban PHK pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota 

Yogyakarta)”19 yang disusun oleh Muh Ubaidillah, Prodi Hukum Ekonomi 

Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. 

Dalam skripsi ini penyusun mengemukakan hasil penelitiannya bahwa 

goncangan ekonomi akibat PHK yang terjadi pada pekerja di Kota 

Yogyakarta mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Korban PHK 

akibat pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta melakukan strategi survival 

ability demi kelangsungan hidupnya, berupa: Pertama, strategi aktif yaitu 

dengan mencari pekerjaan lain, Kedua, strategi pasif dengan cara 

mengurangi pengeluaran serta menggunakan uang tabungan untuk 

memenuhi kebutuhan, Ketiga, strategi jaringan dengan meminjam uang 

kepada teman, orang tua, maupun saudara. Strategi survival ability yang 

dilakukan korban PHK akibat pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta 

                                                           
19 Muh Ubaidillah, “Strategi Survival Ability Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pekerja Korban PHK pada Masa Pandemi 

Covid-19 di Kota Yogyakarta),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(2022). 
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tersebut sudah sesuai dalam ekonomi Islam. Dalam skripsi ini peneliti 

memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang pekerja yang 

menjadi korban PHK akibat pandemi Covid-19 serta strategi dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup, akan tetapi yang menjadi pembeda 

dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfokus pada bagaimana 

strategi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Temanggung dalam melindungi hak-hak pekerja berkaitan dengan 

permasalahan PHK massal yang dilakukan perusahaan di Kabupaten 

Temanggung akibat resesi ekonomi. 

Kelima, jurnal dengan judul “Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan 

Perusahaan Untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara 

Sepihak"20 yang disusun oleh Siti Frivanty dan Dwi Aryanti Ramadhani. 

Dalam Jurnal ini penyusun mengemukakan adanya fenomena pandemi 

Covid-19 menjadi alasan force majeure perusahaan melakukan PHK secara 

sepihak terhadap pekerjanya, alasan force majeure tersebut digunakan 

karena penurunan omzet penjualan hingga dilakukan penutupan 

perusahaan. Contohnya pada perusahaan Ramayana Depok yang melakukan 

PHK terhadap pekerjanya karena penurunan omzet penjualan hingga 80%. 

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, perusahaan yang 

melakukan PHK secara sepihak dengan alasan force majeure karena 

pandemi Covid-19 harus memberikan hak-hak atas ganti kerugian terhadap 

                                                           
20 Siti Frivanty dan Dwi Aryanti Ramadhani, “Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan 

Perusahaan Untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak,”National 

Conference on Law Studies (NCOLS), Vol. 2:1 (2020). 
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pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam jurnal ini peneliti 

memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang perusahaan yang 

melakukan PHK karena pandemi Covid-19 serta perlindungan hukum bagi 

pekerja yang di PHK secara sepihak dengan alasan pandemi Covid-19. 

Perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini 

berfokus pada permasalahan PHK massal yang terjadi pada PT. Sumber 

Makmur Anugrah Textile dan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja 

yang mengalami PHK massal. 

E. Kerangka Teoritik 

Teori dalam sebuah penelitian hukum merupakan suatu hal yang sangat 

penting. Hal tersebut karena, teori dalam sebuah penelitian hukum 

sebenarnya merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah 

penelitian. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa teori dalam penelitian 

hukum sangat diperlukan guna membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-

postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.21 

Berdasarkan pada penelitian hukum yang penyusun angkat, 

berkaitan dengan PHK massal akibat resesi pada pekerja di Kabupaten 

Temanggung, serta menjadi permasalahan bagi Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, maka penyusun menggunakan teori 

sebagai berikut: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

                                                           
21 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 

125. 
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Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai 

upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan 

dan berbagai ancaman dari pihak manapun.22 Perlindungan terhadap 

tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh 

dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi 

atas dasar apapun. Hal tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan 

pekerja/buruh dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan 

perkembangan kemajuan dunia usaha.23 

Perlindungan kerja secara teoritis dimaksudkan sebagai langkah 

yang dilakukan oleh negara dan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan 

tindakan untuk memastikan/menjamin hak-hak atas pekerja, terhindar 

dari risiko-risiko kerja, risiko-risiko sosial, kesamaan perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan 

pekerja beserta keluarganya, dengan tetap memperhatikan 

perkembangan dan kemajuan dunia usaha serta kepentingan pengusaha. 

Ada tiga jenis perlindungan kerja, yaitu:24 

1. Perlindungan Sosial  

2. Perlindungan Teknis  

3. Perlindungan Ekonomis 

                                                           
22 C.S.T. Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1993), hlm. 117. 

 
23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Menimbang huruf d. 

 
24 Adjat Daradjat Kartawijaya, Hubungan Industrial, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 183. 
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2. Teori Kepastian Hukum 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah 

negara hukum. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah untuk 

mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan 

merujuk pada kesamaan hak di hadapan hukum, kemanfaatan yakni 

memberikan faedah sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, kepastian 

berarti jaminan terhadap hak bagi masyarakat. 

Fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum 

harus ditegakkan), bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, 

itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum 

merupakan perlindungan yustisiabel (pencari keadilan) terhadap 

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan 

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.25 Setiap tenaga 

kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh 

pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis 

kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan 

kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang 

sama terhadap para penyandang cacat.26  

                                                           
25 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 

2007), hlm. 160. 

 
26 Nurainun Mangunsong, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 319. 
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Hak dan kesempatan bagi tenaga kerja tentunya juga harus 

diperoleh ketika tenaga kerja mengalami perselisihan hubungan 

industrial berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

3. Teori Hubungan Industrial Pancasila 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

diamanatkan untuk melakukan keberpihakan penuh terhadap pekerja. 

Pembangunan ketenagakerjaan dalam penjelasan UU Ketenagakerjaan 

dilakukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang 

sejahtera, adil, makmur, dan merata baik meteriil maupun spiritual.  

Asas pembangunan ketenagakerjaan diarahkan sesuai dengan asas 

pembangunan nasional, yakni asas demokrasi Pancasila serta asas adil 

dan merata. Artinya, pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak 

dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, 

pengusaha, dan pekerja itu sendiri.27 

Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan 

yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan 

jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-

nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari 

                                                           
27 Ibid., hlm. 318. 
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Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang diatas 

kepribadian bangsa dan kebudayaan Nasional Indonesia.28 

Tujuan Hubungan Industrial Pancasila adalah mengemban cita-

cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 

1945 di dalam pembangunan nasional. Hal tersebut untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 

melalui penciptaan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta 

ketenangan usaha, meningkatkan produksi, dan meningkatkan 

kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat 

manusia.29 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

(field research), yaitu penelitian dengan mencari data di lapangan 

sebagai sumber data utama. Melalui penelitian lapangan (field research) 

penyusun memperoleh data dengan wawancara serta studi kepustakaan 

                                                           
28 Fritje Rumimpunu, “Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia dengan Tenaga 

Kerja, Perusahaan Dilihat dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003),” Jurnal 

Hukum UNSRAT, Vol. 2:2 (Januari-Maret 2014), hlm. 118. 

 
29 Ibid., hlm. 119. 
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yang memanfaatkan bahan bacaan, baik itu buku dari koleksi 

perpustakaan maupun peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan permasalahan utama. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat 

deskriptif-analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang 

digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang 

sedang terjadi, hal tersebut bertujuan agar dapat memberikan data 

seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali 

hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori 

hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.30 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu 

kenyataan hukum di dalam masyarakat.31 Penelitian dengan pendekatan 

yuridis empiris melihat fakta yang terjadi di lapangan dan kemudian 

dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan 

pendekatan peraturan hukum terkait, pendekatan kasus, maupun 

pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

                                                           
30 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 223. 

 
31 Ibid., hlm. 105. 
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Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

objeknya dengan cara observasi dan wawancara.32 Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari 

wawancara dengan pihak dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Temanggung, pihak dari PT. Sumber Makmur Anugrah 

Textile Temanggung, dan pekerja yang di PHK oleh PT. Sumber 

Makmur Anugrah Textile Temanggung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang 

peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber 

lain baik lisan maupun tulisan. Data sekunder dapat diperoleh dari 

buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan 

perundang-undangan, dan sebagainya.33 Tujuan dari studi dokumen 

atau kepustakaan dalam penelitian hukum adalah untuk menemukan 

bahan-bahan hukum, diantaranya:34 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau 

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak 

berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan 

putusan hakim). Contohnya seperti UU Ketenagakerjaan, UU 

                                                           
32 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum…, hlm. 137. 

 
33 Ibid., hlm. 137. 

 
34 Ibid., hlm. 141. 
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Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan lain 

sebagainya. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, 

jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik). 

Contohnya seperti buku tentang hukum ketenagakerjaan, buku 

tentang hubungan industrial, dan lain sebagainya. 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan 

ensiklopedia). Contohnya seperti Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) atau Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (EYD). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 

metode tanya jawab antara dua orang atau lebih guna mendapatkan 

informasi secara langsung terkait dengan penelitian hukum. Dalam 

hal ini penyusun melakukan wawancara langsung dengan pihak dari 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 

pihak dari PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung, dan 

pekerja yang di PHK oleh PT. Sumber Makmur Anugrah Textile 

Temanggung. 
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b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari data-data yang 

bersifat penting serta untuk melengkapi data utama. Studi 

kepustakaan juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hasil 

dari data yang diperoleh ketika wawancara. 

6. Analisis Data 

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan 

adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data yang 

penyusun peroleh. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum 

positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penyusun untuk 

menentukan isi atau makna aturan hukum.35 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang disusun penyusun adalah untuk memberikan 

gambaran pembahasan penelitian yang terdiri dari beberapa bab yang saling 

berhubungan, diantaranya: 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum terkait pembahasan 

penelitian, yaitu pemutusan hubungan kerja massal akibat resesi di 

                                                           
35 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum..., hlm. 225. 
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Kabupaten Temanggung. Penyusun akan membahas tentang tinjauan umum 

ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja, dan resesi.  

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum PT. Sumber Makmur 

Anugrah Textile Temanggung serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Temanggung. 

Bab keempat, berisi tentang pemaparan hasil penelitian terkait 

analisis bentuk jaminan hukum PT. Sumber Makmur Anugrah Textile 

Temanggung dan upaya perlindungan hukum Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung terhadap pekerja yang terdampak 

resesi atas permasalahan PHK massal. 

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan berupa 

jawaban dari rumusan masalah yang dicari dalam penelitian ini, serta saran 

dari penyusun terkait permasalahan dalam penelitian. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk jaminan hukum terhadap pekerja yang terdampak resesi atas 

permasalahan PHK massal dalam studi pada PT. Sumber Makmur 

Anugrah Textile Temanggung adalah dengan memberikan uang 

pesangon, uang penghargaan, dan uang kompensasi berupa uang pisah 

kepada pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap melihat kondisi 

perusahaan dalam memberikan pesangon. Pekerja juga menerima 

tambahan uang pengganti hak sebesar 15% dari total uang yang 

diperoleh, dibayarkan setelah pabrik laku terjual atau laku sahamnya. 

Selain menerima hak-hak tersebut, pekerja juga dibantu oleh perusahaan 

dan serikat pekerja dalam pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun. 

2. Upaya perlindungan hukum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Temanggung terhadap pekerja yang terdampak resesi atas 

permasalahan PHK massal yang berakibat pada naiknya angka 

pengangguran adalah dengan berperan aktif dalam memberikan fasilitas 

kepada pekerja yang di PHK. Fasilitas tersebut berupa pengurusan 

program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Manfaat yang diperoleh 
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dari JKP yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan 

kerja. Selain itu, pekerja yang mengalami PHK akan kehilangan jaminan 

kesehatan (jamkes) dan harus membayar iuran BPJS Kesehatan, maka 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung juga 

berperan aktif dalam memberikan fasilitas kepada pekerja yang di PHK 

berupa pengalihkan kepesertaan BPJS Kesehatan ke Peserta Bantuan 

Iuran (PBI). 

B. Saran 

1. Bagi pekerja dan perusahaan dalam hal ini PT. Sumber Makmur 

Anugrah, disarankan dalam perjanjian kerja antara perusahaan dan 

pekerja yaitu status pekerja baik pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) atau dikenal dengan pekerja kontrak dan pekerja 

dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) agar lebih 

diperhatikan. Hal tersebut karena status pekerja mempengaruhi hak-hak 

yang diberikan perusahaan ketika pekerja mengalami PHK. Pemberian 

hak oleh perusahaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kesejahteraan dari 

pekerja. 

2. Bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Temanggung terutama mediator hubungan industrial. Tugas 

pokok pejabat fungsional mediator hubungan industrial adalah 

melakukan pembinaan, pengembangan hubungan industrial serta 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan. 
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Disarankan bagi mediator hubungan industrial agar lebih meningkatkan 

pembinaan kepada serikat pekerja dan pengusaha terkait norma-norma 

ketenagakerjaan. Hal ini supaya baik pekerja maupun perusahaan dapat 

lebih mudah dalam mengurus serta menyelesaikan permasalahan ketika 

terjadi perselisihan. 
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